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MOTTO 

 

يفقههه في الدهينمن يرد اللّه به خيرا   

“Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan,  

maka Dia akan mem-faqih-kannya dalam agama.”  

 

(HR. Al-Bukhārī) 

 

وَاِذاَ سَالَكََ عِباَدِيْ عَنهيِْ فاَِنهيِْ قرَِيْبٌ ۗ اجُِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  

 فلَْيسَْتجَِيْبوُْا لِيْ وَلْيؤُْمِنوُْا بيِْ لعَلََّهُمْ يرَْشُدُوْنَ اِذاَ دَعَانِِۙ 

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi 

Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa 

kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku 

dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.” 

(QS. Al-Baqarah [2]: 186) 
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ABSTRAK 

Fikih Tata Kelola Muhammadiyah merupakan produk 

ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai pedoman kelembagaan 

jalannya organisasi dalam kerangka normatif Islam. Distribusi 

hadis yang tidak merata dalam dokumen tersebut 

mengindikasikan keberadaan hadis yang bukan hanya sebagai 

pelengkap dalil, namun juga memiliki konstruksi dan fungsi 

tertentu yang belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan 

mengungkap konstruksi dan fungsi hadis dalam Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun 

A. van Dijk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian kepustakaan (library research) yang didukung 

oleh data hasil wawancara. Data primer yang digunakan berupa 

dokumen Fikih Tata Kelola Muhammadiyah, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan hadis, tata 

kelola, Muhammadiyah, serta analisis wacana kritis van Dijk. 

Data tersebut dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara, 

kemudian dianalisis menggunakan tiga dimensi analisis van Dijk, 

yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi dan fungsi 

hadis dalam Fikih Tata Kelola Muhammadiyah bersifat tidak 

seragam dan disesuaikan dengan kebutuhan argumentasi dalam 

konstruksi wacana. Hadis berfungsi sebagai legitimasi normatif, 

pembentuk konstruksi konseptual, serta pedoman implementatif 

sekaligus seleksi normatif. Pola tersebut menunjukkan adanya 

proses dialogis/ resiprokal antara das sollen dan das sein dalam 

merespons persoalan tata kelola. Konstruksi dan fungsi hadis 

tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial, mental model 

kelembagaan, ideologi tajdid Muhammadiyah, serta peran 

manhaj tarjih dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan 

konsep tata kelola modern. Perhatian yang lebih besar terhadap 

hadis-hadis korupsi berkaitan dengan konteks menguatnya 

agenda good governance dan pemberantasan korupsi dalam 

diskursus nasional maupun organisasi Muhammadiyah. 

Kata Kunci: Fungsi Hadis, Konstruksi Hadis, Fikih Tata 

Kelola Muhammadiyah, Analisis Wacana Kritis. 



 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 

tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Latin Keterangan 

 alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik ث

atas) 

 jim J Je ج

 ḥa’ ḥ ha (dengan titik ح

bawah) 

 kha’ Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik ذ

atas) 

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش



 

 

 ṣad ṣ es (dengan titik ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik ض

bawah) 

 ta’ ṭ te (dengan titik ط

bawah) 

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik ظ

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di‘ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ H H ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta’aqqidin متعقدين 



 

 

 Ditulis ‘Iddah عدة 

 

C. Ta’ Marbūṭah 

1. Apabila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibbah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang 

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, 

zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal 

aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

2. Apabila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah, kasrah, 

ḍammah ditulis t. 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زكاة الفطر 

 

D. Vokal Pendek  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ- fatḥah A A 

ِ- Kasrah I I 

ُ- ḍammah U U 

 

  



 

 

E. Vokal Panjang 

fatḥah + alif 

 جاهلية 
Ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

fatḥah + yā’ mati 

 يسعى
Ditulis 

Ā 

yas’ā 

kasrah + yā’ mati 

 كريم
Ditulis 

ī 

karīm 

ḍammah + wāwu mati 

 فروض 
Ditulis 

Ū 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

fatḥah + yā’ mati 

 بينكم 
Ditulis 

Ai 

bainakum 

fatḥah + wāwu mati 

 قول 
Ditulis 

Au 

qaulun 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisah 

dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum اانتم

 Ditulis u’iddat اعدت

شكرتم  لئن  Ditulis la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti oleh huruf Qomariyyah  



 

 

 Ditulis al-Qur’an القران 

 Ditulis al-Qiyās القياس 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan 

menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس 

 

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis Żawī al-furūd ذوي الفروض 

 Ditulis Ahl as-sunnah اهل السنة 

 

  



 

 

KATA PENGANTAR 

دُ لَِلّهَ الهذَي أنَزَلَ عَلَى عَبحدَهَ الحكَتَابَ وَلَحَ يََحعَل لههُ عَوَجَا قَ يَ ماً ل يَنُذَرَ بَحَساً  مَح الْح
لهدُنحهُ   مَن  راً شَدَيداً  أَجح لََمُح  أَنه  الصهالَْاَتَ  يَ عحمَلُونَ  الهذَينَ  مَنَيَن  الحمُؤح رَ  وَيُ بَشَ 

هَدُ أَنه مَُُمهدًا رَسُولُ  .مَاكَثَيَن فَيهَ أبَدَاً   حَسَناً  ُ وَأ أَشح هَدُ أَنح لََ إَلهََ إَلَه الِلّه أَشح
 الِلّهَ 
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indahnya ajaran Islam. 

Tesis berjudul Konstruksi dan Fungsi Hadis dalam Fikih 

Tata Kelola Muhammadiyah (Studi Wacana Kritis Van Dijk) ini 

ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Agama UIN Sunan Kalijaga. Peneliti menyadari bahwa 

penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 



 

 

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., 

Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum, 

selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Ali Imran, S.Th.I., M.S.I dan bapak Dr. 

Muhammad Akmaluddin, M.S.I selaku ketua dan 

sekretaris Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Prof. Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag. selaku 

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk 

memberikan arahan dan saran yang konstruktif dalam 

penyusunan tesis ini hingga dapat disidangkan tepat 

waktu. 

5. Bapak Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., 

Ph.D dan Bapak Dr. Agung Danarta, S.Ag., M.Ag selaku 

penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk 

perbaikan tesis ini. 

6. Segenap dosen dan guru besar di Program Studi Magister 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang tidak hanya membuka 

wawasan ilmu dan pengalaman, namun juga menjadi 

sumber inspirasi dengan kontribusi keilmuannya yang 

luar biasa.  



 

 

7. Ust. Muhammad Rofiq Muzakkir, Lc., M.A., Ph.D, 

sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 

yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian 

ini di sela-sela kegiatan beliau yang sangat padat.  

8. BAZNAS RI dan PP Muhammadiyah serta Bank Aladin 

Syari’ah dan Muhammadiyah Scholarship Agency yang 

turut melancarkan proses studi ini melalui dukungan 

finansial berupa pemberian beasiswa. Juga kepada 

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta 

Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP ‘Aisyiyah yang 

memberikan kesempatan bertumbuh sekaligus 

mengajukan rekomendasi sehingga peneliti dapat menjadi 

awardee beasiswa tersebut. 

9. Bapak Warsiyam dan ibu Ma’rufah, orang tua penulis 

yang tak pernah jemu merapal doa di setiap sujud, selepas 

salat dan waktu berharga lain demi kebaikan di dunia dan 

akhirat bagi putra-putri tercintanya. 

10. 4 Kakak saya (mbak Mu’arrifah, mbak Mu’arrafah, mas 

Izzuddin dan mas Najmuddin) serta 3 adik saya 

(Mujahidah, Husain dan Setyowati) yang memberi 

dukungan dalam beragam bentuk tanpa diminta dan 

membuktikan bahwa keluarga adalah aset paling berharga 

dalam hidup. 

11. Teman-teman seperjuangan kelas MIAT A 2024 

konsentrasi Studi Hadis, terkhusus Adin, Ayi, Ririn, Firoh, 



 

 

dan Lathifah. Meski bertemu dalam waktu singkat, namun 

mereka berhasil menambah warna warni di kehidupan 

yang kadang menyenangkan kadang melelahkan ini.  

Teruntuk us Adinn -teman, sahabat, sekaligus rekan 

seperjuangan sejak menginjakkan kaki di Mu’allimaat, 

terimakasih sudah saling berbagi cerita & mengenalkan 

tempat2 makan enak di Jogja, hehe. 

Semoga segala kebaikan dan kontribusi dalam 

penyelesaian tesis ini menjadi benih amal kebaikan yang akan 

merekah di surga-Nya, aamiin. Dengan segala kerendahan hati, 

perkenankanlah kata maaf dari peneliti atas segala kekurangan 

dan kesalahan. Kritik dan saran yang membangun selalu peneliti 

harapkan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan 

berdampak untuk di masa yang akan datang. Semoga tesis ini 

dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan seluas-luasnya. 

Aamiin.  

Yogyakarta, 9 Agustus 2026 

 

(Ma’rifah Saifullah) 

  



 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................... ii 

PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... iii 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ...................................... iv 

NOTA DINAS PEMBIMBING ................................................ v 

MOTTO ..................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN .................................................................... vii 

ABSTRAK ............................................................................... viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .................... ix 

KATA PENGANTAR ............................................................. xiv 

DAFTAR ISI ......................................................................... xviii 

BAB I  PENDAHULUAN ......................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................ 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................... 9 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................ 10 

D. Telaah Pustaka .......................................................... 10 

1. Kajian hadis seputar tata kelola .............................. 11 

2. Kajian hadis dalam produk pemikiran 

Muhammadiyah ................................................................. 12 

3. Kajian analisis wacana kritis dalam studi hadis ...... 15 

E. Kerangka Teori ......................................................... 18 

F. Metode Penelitian ......................................................... 21 

1. Jenis Penelitian ........................................................ 21 



 

 

2. Sumber Data Penelitian ........................................... 22 

3. Teknik Pengumpulan Data ...................................... 23 

4. Uji Keabsahan Data ................................................ 24 

5. Teknik Analisis Data ............................................... 25 

G. Sistematika Pembahasan ......................................... 27 

BAB II KONSEP TATA KELOLA, OTORITAS 

KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DAN FIKIH TATA 

KELOLA ................................................................................... 29 

A. Konsep Tata Kelola ................................................... 29 

1. Konsep Tata Kelola dalam Wacana Kontemporer .. 29 

2. Konsep Tata Kelola dalam Islam ............................ 38 

B. Muhammadiyah dan Otoritas Keagamaan ............ 51 

1. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajdid ............... 51 

2. Otoritas Keagamaan Muhammadiyah dan Peran 

Majelis Tarjih dan Tajdid ................................................... 57 

3. Manhaj Tarjih dan Posisi Hadis di Muhammadiyah ... 

  ................................................................................. 66 

C. Fikih Tata Kelola Muhammadiyah .......................... 76 

BAB III POLA DISTRIBUSI HADIS DALAM FIKIH TATA 

KELOLA MUHAMMADIYAH .............................................. 83 

A. Pemetaan Hadis-Hadis dalam Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah .................................................................. 83 

B. Pola Distribusi Hadis dalam Struktur Wacana ..... 98 

1. Distribusi Berdasarkan Struktur Dokumen ............. 98 

2. Distribusi Berdasarkan Tema Tata Kelola ............... 99 



 

 

3. Distribusi Berdasarkan Sumber Hadis .................... 99 

4. Distribusi Berdasarkan Cara Penyajian ................ 100 

BAB IV KONSTRUKSI DAN FUNGSI HADIS DALAM 

FIKIH TATA KELOLA MUHAMMADIYAH ..................... 106 

A. Struktur Teks Fikih Tata Kelola ............................ 106 

1. Struktur Teks Dasar Syariah Fikih Tata Kelola .... 107 

2. Struktur Teks Tata Kelola Terkait Sumber Daya 

Insani  ............................................................................... 112 

3. Struktur Teks Tata Kelola Sistem .......................... 115 

4. Struktur Teks Hadis Konsep Korupsi .................... 122 

5. Struktur Teks Hadis Pencegahan Korupsi ............. 129 

B. Kognisi Sosial Penyusunan Fikih Tata Kelola ...... 138 

1. Kesadaran Konseptual Penyusunan Fikih Tata Kelola

  ............................................................................... 139 

2. Proses Produksi Wacana Tata Kelola .................... 147 

3. Orientasi Ideologis Muhammadiyah ..................... 156 

C. Konteks Sosial yang Melingkupi Penyusunan Fikih 

Tata Kelola .......................................................................... 161 

BAB V PENUTUP ................................................................. 168 

A. Kesimpulan.............................................................. 168 

B. Saran ........................................................................ 170 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 172 

LAMPIRAN ........................................................................... 192 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................... 202 

 



 
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini masyarakat modern mengalami krisis multidimensional 

di bidang ekonomi, hukum, politik, hingga sosial.1 Tingginya 

angka pengangguran,2 langgengnya kemiskinan struktural,3 

merebaknya praktik-praktik korupsi di berbagai tingkat, 

melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi 

pemerintahan,4 hingga kacaunya penegakan hukum5 terus 

mewarnai laman berita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

salah satu sebab timbulnya problem dalam sektor publik tersebut 

adalah lemahnya sistem pengawasan, akuntabilitas serta 

 
1 Redaksi, “Indonesia Mengarah Pada Krisis Multidimensi: 

Konsumerisme dan Erosi Identitas Bangsa,” Ruang Bicara, 31 Maret 2025, 

https://ruangbicara.co.id/indonesia-mengarah-pada-krisis-multidimensi-

konsumerisme-dan-erosi-identitas-bangsa/. 
2 Badan Pusat Statistik Indonesia, “Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) sebesar 4,91 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah 

per bulan.,” diakses 14 Oktober 2025, 

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-

pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html. 
3 Badan Pusat Statistik Indonesia, “Persentase Penduduk Miskin 

September 2024 turun menjadi 8,57 persen.,” diakses 14 Oktober 2025, 

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-

penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html. 
4 Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah – 

Komunitas Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, T.T., Diakses 14 Oktober 2025. 
5 Ady Thea DA, “Skor Indeks Negara Hukum Indonesia 2023 

Stagnasi, Rapor Masih Merah,” hukumonline.com, diakses 14 Oktober 2025, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/skor-indeks-negara-hukum-

indonesia-2023-stagnasi--rapor-masih-merah-lt6539f6d64be0c/. 
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ketertiban dalam penyelenggaraan tata kelola.6 Dalam 

praktiknya, kualitas tata kelola dipandang memiliki hubungan 

erat dengan keberhasilan suatu negara maupun organisasi dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menggaungkan kembali 

wacana seputar penyelenggaraan tata kelola yang baik menjadi 

krusial dalam konteks ini.7   

Dalam Islam, tata kelola tidak hanya dibangun melalui 

struktur kekuasaan, tetapi juga melalui pembentukan moralitas 

penyelenggara dan publik secara umum. Hal ini dapat dilihat dari 

hadis-hadis Nabi saw yang menekankan pentingnya sifat amanah, 

adil, hingga tanggung jawab. Keberadaan hadis-hadis tersebut 

menegaskan fungsinya sebagai sumber normatif kedua setelah 

Al-Qur’an dalam pembentukan hukum sekaligus perumusan 

etika Islam.8 Hadis tidak hanya berdimensi teologis sebagai 

norma individual, namun juga berdimensi moral yang berkaitan 

dengan tata kelola dalam kehidupan sosial.9 Hadis seringkali 

 
6 Novelita Ayu Lestari dkk., “Dinamika Korupsi Di Sektor 

Pendidikan: Studi Kasus Dan Upaya Reformasi Tata Kelola,” Al-Qiyadah: 

Journal of Contemporary Islamic Management and Leadership 1, no. 1 

(2026): 31–43, https://ojs.stai-

ibnurusyd.ac.id/index.php/alqiyadah/article/view/166. 
7 Syamsul Anwar, Membangun Good Governance dalam 

Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif 

Syariah dengan Pendekatan Ilmu Ushul Fikih (UIN Sunan Kalijaga, 2005), 8. 
8 Jamaluddin dkk., “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam 

Pembentukan Hukum Islam Kontemporer,” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & 

Hukum 4, no. 2 (2026): 5292–98, https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3912. 
9 Jessika Gafur dkk., “Validitas dan Aplikasi Hadis-Hadis 

Manajemen dalam Pengembangan Konsep Manajemen Syariah,” 

JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3, no. 04 (2025), 

https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1938. 
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digunakan sebagai landasan untuk membangun kerangka etik 

mengenai kepemimpinan, pemerintahan, administrasi publik, 

hingga tata kelola organisasi.10 Rumusan, panduan, atau pedoman 

yang dihasilkan dari proses tersebut mengindikasikan bahwa 

sistem pemerintahan dan tata kelola dalam Islam melibatkan 

konstruksi normatif berbasis teks keagamaan.  

Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam 

reformis merumuskan sebuah naskah berjudul Fikih Tata Kelola 

dalam membangun sistem tata kelola yang baik. Naskah ini 

merupakan produk resmi Muhammadiyah yang menjadi rujukan 

normatif bagi warga Muhamamdiyah sekaligus pedoman 

kelembagaan bagi jalannya organisasi. Putusan yang meliputi tata 

kelola pemerintahan dan tata kelola di lingkup persyarikatan ini 

dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan peningkatan 

kesejahteraan secara lebih efektif sebagai bentuk tanggung jawab 

sosial keagamaan.11 Dokumen tersebut merepresentasikan upaya 

Muhammadiyah dalam merumuskan tata kelola organisasi dan 

pemerintahan yang berusaha mendudukkan hadis Nabi saw di 

samping Al-Qur’an sebagai basis moral organisasi. Ini 

mengindikasikan posisi hadis dan konseptualisasinya menjadi 

acuan legitimasi Muhammadiyah sebagai pembentuk ideologi 

 
10 Lukman Arake, Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan (Lintas 

Nalar, 2020), 1. 
11 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Fikih 

Tata Kelola,” dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 (Suara 

Muhammadiyah, 2018), 87. 
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dan paham keagamaan yang menggerakkan organisasi dalam 

mencapai tujuannya.12  

Putusan Fikih Tata Kelola dapat diposisikan sebagai 

landasan normatif tata kelola pemerintahan dan organisasi Islam 

modern khususnya Muhammadiyah yang memiliki semboyan 

“kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah”13. Akan tetapi, 

pembacaan awal terhadap naskah yang disusun oleh Majelis 

Tarjih dan Tajdid ini menemukan adanya perbedaan intensitas 

penggunaan hadis dan ayat Al-Qur’an yang menunjukkan 

kemungkinan perbedaan fungsi. Terjadi ketidakseimbangan 

distribusi pencantuman hadis serta porsi interpretasi dalam bab 

pertamanya yakni Konsep dan Dasar-Dasar Syar’i Tata Kelola 

dengan bab ketiganya yakni Pemberantasan Korupsi dalam 

Perspektif Islam. Pada bagian Dasar-Dasar Syari’ah Fikih Tata 

Kelola misalnya, dari enam dalil utama yang dicantumkan, hanya 

terdapat satu hadis di antara dalil berupa ayat-ayat Al-Qur’an. 

Hadis yang dimaksud yakni,14 

 
12 Mukhlis Rahmanto, “Posisi Hadis Dalam Ijtihad 

Muhammadiyah,” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic 

Studies 10, no. 1 (2014): 44–58, https://doi.org/10.18196/aiijis.2014.0030.44-

58. 
13 Ahmad Qoiman, “Spirit ‘Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnah’ 

di Era Disrupsi dalam Muhammadiyah Perspektif Amin Abdullah,” Jurnal 

Studi Hadis Nusantara 3, no. 1 (2021): 48, 

https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9014. 
14 “Fikih Tata Kelola,” 89. 
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 إنَّ اَلله يِحبُّ إذا عمِلَ أحدكُم عملًا أنْ يتُقِنَه

Sesungguhnya Allah menyukai apabia seseorang 

melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik. 

(HR. Ibn Sa’d, Abu Ya’la, al-Thabrani, Al-Baihaqi dan 

Ismail Ibn Ja’far) 

 

Hadis tersebut dihadirkan dengan sebuah interpretasi 

singkat, “setiap tindakan termasuk tindak tata kelola harus 

dilakukan dengan baik.” Begitu juga dengan hadis-hadis dalam 

prinsip umum tata kelola yang terdiri dari prinsip terkait sistem 

dan prinsip terkait sumber daya insani. Secara kuantitas, hadis 

yang dicantumkan berjumlah enam butir di samping belasan butir 

ayat Al-Qur’an. Bagian tersebut mengindikasikan bahwa hadis 

itu berfungsi sebagai penguat normatif yang disertakan tanpa 

elaborasi yang panjang.  

Hal ini berbeda dengan bab ketiganya yang secara khusus 

membahas seputar pemberantasan korupsi dalam perspektif 

Islam. Pada bab ini, hadis mendapatkan porsi yang cukup besar 

serta interpretasi yang lebih luas. Salah satu hadis yang 

ditampilkan yakni hadis tentang perbuatan ghulul,  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قاَلَ : بَ عَثَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
أتََدْريِ لَِ بَ عَثْتُ إلِيَْكَ الْيَمَنِ فَ لَمَّا سِرْتُ أرَْسَلَ فِ أثَرَيِ فَ رُدِدْتُ، فَ قَالَ :  

ئاا بغَِيِْْ إِذْنِ، فإَِنَّهُ غُلُولٌ ، وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ  ؟ لََ تُصِيبَََّ شَي ْ
 الْقِيَامَةِ، لِِذََا دَعَوْتُكَ فاَمْضِ لعَِمَلِكَ 
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Dari Muadz bin Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 

Rasulullah Saw mengutus saya ke Yaman. Ketika saya 

baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil 

saya kembali, maka saya pun kembali. Maka beliau 

bersabda: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim 

orang untuk menyuruhmu kembali? Jangan kamu 

mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu 

adalah ghulul, dan barang siapa melakukan ghulul, maka 

ia akan membawa barang yang di-ghulul itu pada hari 

kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang 

berangkatlah untuk tugasmu. (HR. at-Tirmidzi) 

 

Berbeda dengan hadis dalam bab pertama yang minim 

interpretasi, hadis tersebut dimaknai oleh Muhammadiyah 

dengan menyatakan bahwa perbuatan ghulul tidak terbatas pada 

harta rampasan perang, melainkan meluas pada segala kekayaan 

publik yang diambil secara tidak sah oleh pejabat. Interpretasi ini 

tentu akan berdampak pada konsekuensi etis dan legis dari 

tindakan tersebut. Temuan variasi tersebut mengindikasikan 

bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai dalil keagamaan, 

melainkan juga memiliki fungsi-fungsi diskursif yang berbeda 

sesuai dengan kebutuhan konstruksi wacana. 

Selain variasi distribusi dan interpretasi, hal menarik 

lainnya dalam pemilihan hadis di naskah ini adalah 

dicantumkannya hadis yang belum disepakati kehujjahannya oleh 

ulama hadis. Hadis tentang Allah menyukai hamba yang 

melakukan pekerjaannya dengan baik, misalnya, salah satu 

periwayatnya bernama Mus’ab bin Tsabit yang didaifkan oleh 
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mayoritas ulama hadis kecuali Ibnu Ḥibban.15 Temuan ini 

menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya hadis 

dipilih, difungsikan dan dikonstruksikan dalam penyusunan Fikih 

Tata Kelola yang merupakan acuan normatif pengelolaan 

organisasi Muhammadiyah serta tata kelola pemerintahan secara 

umum.  

Di satu sisi, Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai penyusun 

naskah tersebut telah memiliki kerangka metodologi yang disebut 

dengan Manhaj Tarjih.16 Di sisi lain, fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa pemilihan hadis dalam suatu dokumen 

kelembagaan kemungkinan tidak semata-mata ditentukan oleh 

kualitas sanad, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan 

argumentasi, konteks sosial, hingga orientasi ideologis 

penyusunnya. Oleh karena itu, penting meneliti bagaimana hadis-

hadis yang bermuatan tata kelola dengan beragam kualitas 

kehujahannya dipilih dan difungsikan, serta bagaimana strategi 

legitimasi normatif dibangun dalam naskah tersebut. Ini menjadi 

krusial mengingat perlunya mempertimbangkan bagaimana hadis 

bekerja sebagai pembentuk konstruksi wacana tata kelola yang 

dibangun oleh Muhammadiyah.  

Sejauh penelusuran peneliti, kajian hadis seputar tata 

kelola yang ada selama ini bersifat parsial, seperti kajian hadis 

 
15 “Fikih Tata Kelola,” 89. 
16 Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Gramasurya, 

2018), 5. 
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tentang keadilan pemimpin17 hingga larangan memilih pemimpin 

yang tidak berkompeten.18 Kajian-kajian terdahulu umumnya 

dilakukan dengan pendekatan fikih siyasah dan ma’anil hadis. 

Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena hanya 

berfokus pada analisis hadis sebagai sebuah struktur teks. Belum 

ditemukan penelitian yang berfokus pada analisis kritis terhadap 

penggunaan hadis-hadis tersebut sebagai instrumen diskursif 

yang hidup dan digerakkan oleh kognisi sosial serta relasi kuasa 

sebuah lembaga seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah. Selain itu, hadis belum banyak diposisikan 

sebagai pembentuk konstruksi wacana tata kelola dan instrumen 

legitimasi normatif dalam dokumen kelembagaan seperti Fikih 

Tata Kelola. Urgensi kajian terhadap Fikih Tata Kelola sendiri 

dibandingkan dengan produk keagamaan Muhammadiyah 

lainnya terletak pada muatan temanya yang bersifat timeless dan 

responsif terhadap isu krusial kemasyarakatan yang menyentuh 

segala lapisan tata kelola dari tingkat organisasi hingga 

pemerintahan.  

Dalam menjawab problematika ini, peneliti menggunakan 

analisis wacana kritis yang diperkenalkan oleh Teun Adrianus van 

 
17 Khoirul Anam Siddeh, “Keadilan Dalam Perspektif Hadis,” Al-

Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist 4, no. 2 (2021): 174–86, 

http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/129. 
18 Rayhan Nadindra Alfatih dan Tajul Arifin, “Pemilu dalam 

Perspektif Hadis Riwayat Al-Bukhari Mengenai Larangan Memilih Pemimpin 

yang Tidak Kompeten,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan 4, no. 2 (2025): 

537–52, https://prin.or.id/index.php/JURRIPEN/article/view/5803. 
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Dijk. Teori ini terdiri dari tiga struktur dimensi, yakni teks, 

kognisi sosial, dan konteks sosial. Naskah Fikih Tata Kelola 

diposisikan sebagai teks dengan Majelis Tarjih dan Tajdid yang 

merupakan lembaga ijtihad kolektif sebagai pusat kognisi sosial 

penyusunannya. Analisis wacana kritis van Dijk dipilih karena 

memungkinkan digunakan untuk membaca bagaimana hadis 

dipilih, dikonstruksikan, dan difungsikan dalam Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah, termasuk relasinya dengan orientasi ideologis 

dan konteks sosial organisasi melalui dimensi kognisi sosialnya. 

Penggunaan teori ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang tidak hanya terpaku pada strukutur teks hadis yang 

ditampilkan, namun juga meluas pada konteks sosial dan faktor 

ideologi yang melatarbelakangi pemilihan hadis-hadis tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti 

merumuskan tiga pertanyaan ilmiah yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana pola distribusi dan penempatan hadis dalam 

struktur normatif Fikih Tata Kelola Muhammadiyah? 

2. Bagaimana hadis dikonstruksikan dan difungsikan dalam 

Fikih Tata Kelola Muhammadiyah? 

3. Bagaimana konteks sosial dan orientasi ideologis 

Muhammadiyah yang mempengaruhi penggunaan dan 

interpretasi hadis dalam Fikih Tata Kelola? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana hadis dipilih, dikonstruksikan dan difungsikan dalam 

Fikih Tata Kelola Muhammadiyah serta bagaimana konteks 

sosial dan orientasi ideologis Muhammadiyah mempengaruhi 

penggunaan dan interpretasi hadis dalam naskah tersebut. Adapun 

kegunaannya mencakup dua aspek. Pertama, secara teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan studi hadis kontemporer khususnya yang 

berkaitan dengan penggunaannya dalam dokumen kelembagaan. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi 

seputar analisis wacana kritis, baik dalam konteks kajiannya 

secara umum maupun aplikasinya dalam studi hadis. Kedua, 

secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

perspektif yang berbeda dalam penyusunan dokumen 

kelembagaan berbasis hadis. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi dan penguatan implementasi prinsip-

prinsip tata kelola dalam Fikih Tata Kelola Muhammadiyah.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka penting dilakukan untuk memperjelas 

posisi penelitian ini dalam memperkaya kajian yang telah ada. 

Setelah melakukan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, 

peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus 

berfokus pada analisis wacana kritis terhadap penggunaan hadis 
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dalam dokumen kelembagaan seperti Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah. Meski demikian, peneliti menemukan beberapa 

penelitian dengan tema kajian hadis seputar tata kelola, kajian 

hadis dalam produk pemikiran Muhammadiyah, serta kajian 

analisis wacana kritis dalam studi hadis. Untuk memudahkan 

proses inventarisir, peneliti mengklasifikasikan penelitian dengan 

tema-tema terkait sebagai berikut: 

1. Kajian hadis seputar tata kelola  

Peneliti belum menemukan kajian hadis yang 

secara spesifik membahas tema tata kelola. Meski 

demikian, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang 

beririsan dan berkaitan seperti penelitian tentang 

manajemen dan kepemimpinan. Pertama, penelitian 

berjudul Validitas dan Aplikasi Hadis-Hadis Manajemen 

dalam Pengembangan Konsep Manajemen Syariah yang 

berfokus pada analisis validitas hadis-hadis seputar 

manajemen seperti amanah, pengorganisasian, dan 

profesionalisme kerja. Temuannya menunjukkan bahwa 

hadis-hadis manajemen yang juga terkait dengan tata 

kelola yang berkualitas makbul dapat menjadi landasan 

etis dan konseptual dalam manajemen syariah.19 Kedua, 

 
19 Jessika Gafur dkk., “Validitas dan Aplikasi Hadis-Hadis 

Manajemen dalam Pengembangan Konsep Manajemen Syariah,” 

JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3, no. 04 (2025), 

https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1938. 
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buku yang menghimpun hadis-hadis politik dan 

pemerintahan berkaitan dengan tata kelola secara tematik. 

Buku ini berisi himpunan hadis yang dilengkapi dengan 

kandungan maknanya seperti hadis tentang 

profesionalisme.20 Terdapat pula beberapa kajian yang 

secara khusus berfokus pada karakter penyelenggara tata 

kelola seperti pemimpin ideal perspektif hadis. Penelitian 

ini menemukan bahwa berdasarkan hadis-hadis Nabi saw, 

terdapat tujuh kriteria penyelenggara tata kelola yang 

dalam hal ini adalah seorang pemimpin. Mulai dari 

memiliki ilmu pengetahuan dan manajerial, adil, hingga 

berintegritas dan bertanggungjawab.21   

2. Kajian hadis dalam produk pemikiran Muhammadiyah 

Terdapat beberapa kajian hadis dalam konteks 

Muhammadiyah, khususnya seputar produk 

pemikirannya. Pertama, penelitian berjudul Paradigma 

Ekoteologi Muhammadiyah (Analisis terhadap Hadis-

Hadis dalam Fikih Air dan Fikih Kebencanaan) yang 

menemukan bahwa hadis-hadis dalam kedua produk fikih 

tersebut tidak hanya diinterpretasikan dan diposisikan 

sebagai dalil justifikasi statis, melainkan juga fondasi 

 
20 Arake, Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan, 3. 
21 Beko Hendro dkk., “Pemimpin Ideal Perspektif Hadis: Refleksi 

Menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024,” Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu 

al-Qur’an Dan al-Hadits 17, no. 2 (2023): 247–78, 

https://doi.org/10.24042/002023171930200. 
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epistemik untuk membangun kerangka etika teologis-

normatif. Konstruksi paradigma ekoteologi yang 

dihasilkan dari analisis hadis-hadis tersebut bersifat 

dinamis, berorientasi praktis dan bersifat integralistik.22 

Kedua, penelitian berjudul Kritik Matan Hadis 

Paradigma Interkoneksi (Studi atas Kritik Matan Hadis-

Hadis Fikih Air Majelis Tarjih Muhammadiyah) yang 

berfokus pada penggunaan paradigma interkoneksi dalam 

kerja kritik matan hadis. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa paradigma interkoneksi 

memperluas fungsi kritik matan yang tidak hanya 

konfirmatif, namun juga kontributif, klarifikatif, serta 

implementatif.23 Terdapat pula penelitian yang 

menganalisis bagaimana metode pemahaman hadis 

Muhammadiyah dalam penetapan Fikih Air yang 

menyimpulkan bahwa Muhammadiyah menggunakan 

metode asumsi integralistik dengan mengintegrasikan 

dalil agama dan pengetahuan umum.24 Sejalan dengan itu, 

terdapat penelitian berjudul Seni Memahami Teks dalam 

 
22 Haringun Trisiwi Adhi Rachmawati, “Paradigma Ekoteologi 

Muhammadiyah (Analisis terhadap Hadis-Hadis dalam Fikih Air dan Fikih 

Kebencanaan)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025). 
23 Qaem Aulassyahied, “Kritik Matan Hadis Paradigma 

Interkoneksi (Studi atas Kritik Matan Hadis-Hadis Fikih Air Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

2018). 
24 Aliya Izet Bigovic, “Metode Pemahaman Hadis Majelis Tarjih 

dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam Penetapan Fikih Air” (skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024). 
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Fikih Muhammadiyah yang secara umum menggali 

bagaimana Muhammadiyah memahami ayat-ayat Al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. Penelitian dengan sumber 

utama Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah 

ini menyimpulkan adanya pengaruh historisitas murajjih 

(ulama Tarjih Muhammadiyah) dalam penafsiran teks. 

Meski demikian, jika didialogkan dalam perspektif 

hermeneutika, terdapat peleburan cakrawala antara 

pembaca dan penafsir, sehingga oleh peneliti tersebut 

dinilai lebih mampu mendekati pesan semula Nabi saw 

dalam proses tajdid dan purifikasi.25  

Penelitian terdahulu terkait posisi hadis di 

Muhammadiyah menyoroti bagaimana relasi 

Muhammadiyah stuktural dan Muhammadiyah kultural 

dalam penggunaan hadis sebagai legitimasi dan landasan 

institusi. Peneliti tersebut berpendapat bahwa keberadaan 

Majelis Tarjih sebagai produsen pemahaman hadis 

cenderung bersifat monolitik dan resmi struktural, 

padahal dalam Islam tidak terdapat kerahiban 

sebagaimana dalam Kristen. Ia menilai perlu adanya relasi 

yang dinamis antara Muhammadiyah struktural dan 

 
25 Amhar Rasyid, “Seni Memahami Teks dalam Fikih 

Muhammadiyah” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025).  
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Muhammadiyah kultural agar dinamika pemahaman hadis 

dapat berkembang secara inklusif.26  

Adapun penelitian lain seputar kajian hadis dalam 

konteks Muhammadiyah tidak secara langsung meneliti 

produk pemikiran Muhammadiyah. Di antaranya meneliti 

bagaimana hadis-hadis hidup dalam lembaga sosial yang 

dibangun dan dikembangkan oleh Muhammadiyah. 

Seperti penelitian dengan corak living hadis berjudul 

Filantropi dalam Gerakan Muhammadiyah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa 

filantropi Muhammadiyah dimulai dari bawah dengan 

landasan hadis-hadis Nabi Saw meski tidak banyak secara 

kuantitas. Berdasarkan teori resepsi, hadis-hadis tersebut 

diterima, dipahami, dan ditafsirkan secara tekstual serta 

kontekstual untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan 

sosial yang terlembaga.27 

3. Kajian analisis wacana kritis dalam studi hadis 

Kajian analisis wacana kritis dalam studi hadis 

belum banyak dilakukan. Meski demikian, peneliti 

berhasil menghimpun sebagian dari penelitian tersebut. 

 
26 Mukhlis Rahmanto, “Posisi Hadis Dalam Ijtihad 

Muhammadiyah,” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic 

Studies 10, no. 1 (2014): 44–58, https://doi.org/10.18196/aiijis.2014.0030.44-

58. 
27 Rohmansyah, “Filantropi dalam Gerakan Muhammadiyah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Living Hadis)” (Disertasi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020). 
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Pertama, Analisis Wacana Kritis Penggunaan Hadis 

sebagai Media Kritik Pemerintah dalam Podcast Escape 

yang berfokus pada penggunaan hadis sebagai alat 

legitimasi wacana di ranah digital yang dalam hal ini 

berupa tayangan podcast. Penelitian tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan hadis 

sebagai alat penguat argumen kritik pemerintah terjadi 

karena adanya keterhubungan antara wacana yang 

dibangun, kognisi sosial penutur, serta konteks sosial. 

Hadis menjadi legitimasi normatif yang menghubungkan 

realitas kebijakan dan sistem kekuasaa dengan nilai-nilai 

Islam.28  

Kedua, penelitian berjudul Konsep Reward dan 

Punishment dalam Al-Targhib wa Al-Tarhib Karya Al-

Mundziri (Studi Analisis Wacana Kritis van Dijk). 

Penelitian ini menyajikan temuan bahwa kitab tersebut 

disusun sebagai respon atas kondisi kepemimpinan saat 

itu yang merupakan masa transisi kekuasaan beberapa 

Daulah di Mesir. Penerapan konsep reward dan 

punishment berdasarkan hadis-hadis yang disajikan dalam 

kitab tersebut berfokus pada pembentukan karakter 

pemimpin dan hakim demi kesejahteraan masyarakat di 

 
28 Rasmi Azizah, “Analisis Wacana Kritis Penggunaan Hadis 

sebagai Media Kritik Pemerintah dalam Podcast Escape” (Tesis, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2026). 
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masa tersebut. Penelitian lain berjudul Analisis Wacana 

Kritis terhadap Hadis-Hadis Patriaki dalam Novel Online 

“Ajari Aku untuk Mengenal Tuhanmu” menemukan 

banyaknya penggunaan hadis yang dipilih sebagai 

pembentuk wacana pemikiran patriarki penulis. Beberapa 

hadis di antaranya tidak ditemukan dalam kitab hadis yang 

dimaksud seolah menunjukkan adanya pemaksaan 

penerimaan wacana patriarki yang ditampilkan. 

Penggambaran tokoh utama perempuan dalam novel 

tersebut sebagai pihak tanpa daya di hadapan laki-laki 

semakin memperkuat argumen ini.29 

Terdapat variasi perbedaan pada penelitian-

penelitian terdahulu dengan penelitian ini baik dari sisi 

tema, objek formal dan material, metode, hingga 

pendekatan/ teori yang digunakan. Meskipun saling 

terkait dan beririsan, namun penelitian-penelitian di atas 

belum secara spesifik mengkaji bagaimana hadis dipilih, 

dikonstruksikan dan difungsikan dalam Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah hingga bagaimana konteks sosial 

mempengaruhi penggunaan hadis dalam membangun 

konstruksi wacana tata kelola. Celah inilah yang berusaha 

 
29 Nur Hidayah, “Analisis Wacana Kritis terhadap Hadis-Hadis 

Patriaki dalam Novel Online ‘Ajari Aku untuk Mengenal Tuhanmu’” (Tesis, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025). 
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diisi, dielaborasi, dilengkapi dan disempurnakan dalam 

penelitian ini.  

E. Kerangka Teori 

Peneliti berpijak pada teori analisis wacana kritis Teun 

Adrian van Dijk30 dalam mendirikan bangunan penelitian. 

Asumsi dasar van Dijk yakni bahasa digunakan untuk beragam 

fungsi dan memiliki berbagai konsekuensi.31 Salah satu hal yang 

ditekankan dalam teori ini adalah menyingkap representasi 

mental dan proses-proses yang terjadi pada penggunaan bahasa, 

keterlibatan interaksi pengetahuan hingga ideologi32 atau 

kepercayaan kelompok sosial tertentu dalam memproduksi dan 

memahami sebuah wacana.33 Teori ini terdiri dari tiga struktur 

dimensi sebagai satu kesatuan utuh, yakni teks, kognisi sosial, 

dan konteks sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
30 Dalam beberapa karyanya, Van Dijk Lebih memilih term Critical 

Discourse Studies (CDS/ Studi Wacana Kritis) karena memiliki makna yang 

lebih luas dibanding sekedar analisis. Akan tetapi, tesis ini menggunakan term 

Analisis Wacana Kritis karena lebih umum dan familiar dalam konteks 

akademik di Indonesia.arr 
31 Haryatmoko, Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana 

Kritis) Landasan, Teori, Metodologi, dan Penerapan (Rajagrafindo Persada, 

2017), 77. 
32 Teun Adrianus van Dijk, Discourse and Context A Sociocognitive 

Approach, Sustainability, 1 ed. (Cambridge University Press, 2008), 11:x–xii. 
33 Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan, 

Teori, Metodologi, dan Penerapan, 77. 
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Dimensi teks mencoba meneliti bagaimana strukutur, 

strategi, dan fungsi teks secara kebahasaan untuk menegaskan 

tema tertentu dalam suatu wacana. Dimensi ini terdiri dari tiga 

struktur yang saling bersinergi, yakni struktur makro, 

superstruktur, dan struktur mikro. Penentuan struktur makro 

dilakukan untuk menemukan tema/ topik utama dari teks yang 

dikaji. Kemudian, dilanjutkan dengan penentuan superstruktur 

yang bertujuan untuk menemukan skema atau bentuk dari teks 

yang diteliti, serta terakhir struktur mikro sebagai analisis terkecil 

yang berkaitan dengan tata linguistik.34 Naskah Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah  diposisikan sebagai teks yang memuat hadis-

hadis seputar tata kelola pada dimensi ini.  

Analisis terhadap teks pada dimensi pertama perlu 

dilengkapi dengan analisis kognitif dan sosial atau secara 

sederhana disebut dengan kognisi sosial. Hal ini dilakukan 

 
34 Teun Adrianus van Dijk, Society and Discourse: How Social 

Contexts Influence Text and Talk (Cambridge University Press, 2009), 67–83. 

 

 

 

 

 

Konteks 

 

 

 

Kognisi Sosial  

Teks 
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sebagai upaya menjembatani pemahaman teks dan konteks dari 

produsen wacana. 35 Peniliti memandang Majelis Tarjih dan 

Tajdid yang merupakan lembaga ijtihad kolektif perumus Fikih 

Tata Kelola sebagai pusat kognisi sosial dalam dimensi ini. 

Dimensi terakhir yakni konteks yang dipahami oleh Van Dijk 

bukan sekedar lingkungan, namun juga struktur atau situasi sosial 

hingga konteks representasi mental subjektif dari pihak-pihak 

terkait. Hal ini memungkinkan untuk mengungkap keterlibatan 

dan ideologi individu yang tergabung dalam sebuah kelompok 

akan mempengaruhi situasi komunikasi. Konteks tersebut 

menunjukkan bagaimana kognisi, masyarakat, dan wacana saling 

terintegrasi.36 Kondisi sosial organisasi hingga kondisi 

pemerintahan Indonesia pada masa Fikih Tata Kelola ditulis dapat 

diposisikan sebagai salah satu konteks dalam penelitian ini. 

Ketiga dimensi di atas memungkinkan analisis wacana 

kritis van Dijk digunakan untuk membaca bagaimana hadis 

dipilih, diposisikan, dan difungsikan dalam konstruksi Fikih Tata 

Kelola Muhammadiyah, termasuk relasinya dengan orientasi 

ideologis dan konteks sosial organisasi serta masyarakat secara 

umum. Penggunaan analisis wacana kritis Van Dijk 

memungkinkan untuk memberikan pemahaman yang tidak hanya 

terpaku pada strukutur teks hadis yang ditampilkan, namun juga 

 
35 van Dijk, Discourse and Context A Sociocognitive Approach, 

Sustainability, 11:x–xii. 
36 Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan, 

Teori, Metodologi, dan Penerapan, 80. 
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meluas pada konteks sosial dan faktor ideologi yang 

melatarbelakangi pemilihan hadis-hadis tersebut dalam 

membentuk konstruksi wacana tata kelola dalam dokumen Fikih 

Tata Kelola Muhammadiyah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

sekaligus kepustakaan (library research), yakni sebuah 

penelitan yang dilakukan dengan mencari informasi atau 

data dari berbagai dokumen atau sumber tertulis, 

kemudian menganalisis data tersebut.37 Peneliti 

menggunakan sumber dokumen tertulis milik 

Muhammmadiyah serta dokumen pendukung lain seputar 

tata kelola. Jika dilihat dari tingkat eksplanasi atau 

penyajian data, maka penelitian ini bersifat deskriptif 

karena data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata dan 

simbol, serta tidak menggunakan angka-angka sebagai 

alat metode utamanya. Selain itu, laporan penelitian yang 

dihasilkan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan.38  

 
37 C. R. Kothari, Research Methodology Method And Techniques 

(New Age Publishers, 2014). 
38 Kothari, Research Methodology Method And Techniques. 
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2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan sumber dari mana data 

yang digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian 

diperoleh. Penyusunan tesis ini menggunakan 2 jenis 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah naskah Fikih Tata Kelola yang 

diterbitkan secara resmi oleh Majlis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meski secara isi dan 

substansi sama persis, namun terdapat dua versi naskah 

Fikih Tata Kelola yang beredar luas di masyarakat. 

Pertama, versi cetak dalam buku Himpunan Putusan 

Tarjih Muhammadiyah 3 yang merupakan bagian dari 

kompilasi beberapa putusan.39 Kedua, versi softfile yang 

merupakan bagian dari kompilasi putusan dalam Berita 

Resmi Muhammadiyah Tanfidz Keputusan Musyawarah 

Nasional Tarjih ke-27 tahun 2010. Softfile ini dapat 

diakses secara online dari laman resmi Fatwa Tarjih 

Muhammadiyah.40 

Adapun sumber data sekunder yang mendukung 

tercapainya penelitian ini yaitu berbagai literatur atau 

 
39 “Fikih Tata Kelola.” 
40 “Keputusan Tentang Fikih Tata Kelola,” dalam Berita Resmi 

Muhammadiyah Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-27 

(Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2014), 

https://fatwatarjih.or.id/download/berita-resmi-muhammadiyah-tanfidz-

keputusan-munas-tarjih-ke-27-di-malang/. 
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penelitian seputar tata kelola dalam perspektif Islam, 

Muhammadiyah, analisis wacana kritis van Dijk, serta 

tema-tema lain yang berkaitan, baik berupa jurnal maupun 

buku-buku yang dapat menunjang penelitian dalam tesis 

ini. Peneliti juga menggunakan website al-Maktabah asy-

Syāmilah41 dan dorar.net42 untuk mengakses sumber data 

dari kitab berbahasa Arab serta website resmi Majelis 

Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk mengkases arsip 

seputar Muhammadiyah.43 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu penelitian yang 

bersumber pada tulisan, bahan pustaka atau dokumen 

tertulis44 berupa dokumen Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah serta sumber pendukung lainnya. Peneliti 

juga menggunakan metode wawancara dengan salah satu 

anggota tim penyusun Fikih Tata Kelola Muhammadiyah 

sekaligus Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah periode 2022-2027, Muhammad Rofiq 

Muzakkir, Lc., Ph.D, untuk memperkaya dan memperkuat 

 
41 https://shamela.ws/search 
42 https://dorar.net/ 
43 https://arsip.tarjih.or.id/ 
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Rineka Cipta, 2014), 201. 
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informasi, serta menajamkan analisis penelitian terutama 

pada dimensi kognisi sosial.  

4. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui triangulasi sumber, terutama terhadap data yang 

diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci. 

Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan 

kemungkinan bias subjektif personal dalam penyampaian 

informasi serta memastikan kesesuaian antara keterangan 

informan dengan data dokumenter yang berkaitan dengan 

proses penyusunan Fikih Tata Kelola Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.45 Triangulasi 

sumber dilakukan dengan membandingkan informasi 

hasil wawancara dengan sejumlah dokumen yang 

berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Fikih Tata 

Kelola, antara lain draf awal hasil Munas Tarjih tahun 

2010, naskah keputusan Tanfidz Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah tahun 2014, serta dokumentasi dan 

kajian sekunder yang relevan.  

Dalam prosesnya, keterangan hasil wawancara 

tidak diperlakukan sebagai satu-satunya sumber untuk 

menetapkan fakta mengenai proses penyusunan Fikih 

 
45 M. Husnullail dkk., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam 

Riset Ilmiah,” Jurnal Genta Mulia 15, no. 2 (2024): 70–78, 

https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1148. 
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Tata Kelola. Informasi yang diperoleh dari informan 

dibandingkan dengan bukti dokumenter yang tersedia. 

Apabila terdapat kesesuaian antara keterangan informan 

dan data dokumenter, informasi tersebut dipandang 

memiliki dukungan sumber yang lebih kuat. Sebaliknya, 

apabila ditemukan perbedaan, data tersebut tidak serta-

merta diseragamkan, tetapi ditelaah dengan 

mempertimbangkan konteks, waktu, serta posisi masing-

masing sumber.  

5. Teknik Analisis Data 

Setelah menemukan dan mengumpulkan berbagai 

data dari sumber utama maupun sumber pendukung, 

peneliti melakukan analisis data. Analisis wacana kritis 

Van Dijk secara umum memiliki tiga langkah kerja 

sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, 

yakni analisis teks, kognisi sosial, serta konteks. Secara 

rinci, terdapat beberapa langkah analisis yang 

dikemukakan oleh Van Dijk.46 Pertama, penentuan 

konteks47 terkait penyusunan dokumen Fikih Tata Kelola 

oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Kedua, pemetaan topik dalam dokumen 

 
46 Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan, 

Teori, Metodologi, dan Penerapan, 84. 
47 Konteks di sini merupakan Gambaran umum terkait dokumen 

Fikih Tata Kelola 



26 

 

 

 

tersebut (pemaknaan global) atau yang diistilahkan 

dengan makrostruktur. Pada tahap ini, peneliti memetakan 

hadis-hadis yang terdapat dalam dokumen sesuai dengan 

kesamaan tema. Ketiga, menentukan makna lokal berupa 

analisis semantik (struktur dan hakikat preposisi hingga 

hubungan antar preposisi) terhadap interpretasi hadis-

hadis yang disajikan dalam dokumen tersebut. Keempat, 

mengungkap relevansi struktur-struktur formal yang 

tersamar dalam pemilihan hadis-hadis terkait tata kelola 

dalam dokumen tersebut. Kelima, menghubungkan teks 

dan konteks. Selanjutnya adalah mengamati dan 

menganalisis kognisi sosial yang dalam hal ini Majelis 

Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga ijtihad kolektif 

termasuk bagaimana ideologi yang mendasarinya. Hal 

krusial berikutnya yakni menganalisis bagaimana situasi 

masyarakat secara umum maupun internal anggota 

Muhammadiyah saat itu, serta bagaimana kondisi sosial-

politik Indonesia ketika naskah tersebut disusun. 48 

Langkah analisis tersebut diharapkan dapat menjawab 

persoalan utama dalam penelitian ini. 

  

 
48 van Dijk, Society and Discourse: How Social Contexts Influence 

Text and Talk, 67–83. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pada bab I yang merupakan bab pendahuluan, peneliti 

memaparkan latar belakang atau keresahan akademik mengapa 

penelitian ini dilakukan, apa urgensinya, serta apa manfaat yang 

akan dihasilkan dari penelitian ini. Peneliti juga menguraikan 

berbagai tinjauan terhadap penelitian yang hampir serupa dan 

telah ada sebelumnya untuk menemukan celah yang perlu diisi 

dan disempurnakan. Selain itu, peneliti menjelaskan kerangka 

teori sebagai pondasi utama agar penelitian ini dapat dibangun 

dengan kokoh. Peneliti juga memaparkan metode yang digunakan 

baik dari segi pengumpulan data maupun analisis data. 

Pada bab II, peneliti memaparkan tentang konsep tata 

kelola, otoritas keagamaan Muhammadiyah, serta dokumen Fikih 

Tata Kelola. Peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang konsep 

tata kelola dalam wacana kontemporer dan konsep tata kelola 

dalam Islam. Selanjutnya, peneliti mengulas mengenai 

Muhammadiyah dan otoritas keagamaan yang terdiri dari sejarah, 

ideologi, serta Manhaj Tarjih Muhammadiyah termasuk di 

dalamnya bagaimana posisi hadis di Muhammadiyah. Pada bab 

ini pula terdapat uraian terkait Fikih Tata Kelola sebagai salah 

satu dokumen kelembagaan Muhammadiyah yang menjadi objek 

dalam penelitian ini. 

Pada bab III, peneliti memaparkan penjelasan mengenai 

pola distribusi hadis dalam Fikih Tata Kelola Muhammadiyah. 

Peneliti terlebih dahulu memaparkan secara deskriptif terkait 
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pemetaan hadis-hadis berdasarkan tema dalam Fikih Tata Kelola 

Muhammadiyah sebagai salah satu produk keagamaan yang 

dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 

Berikutnya, peneliti melakukan analisis pola distribusi hadis-

hadis tersebut dalam struktur wacana. 

Pada bab IV, peneliti melakukan analisis konstruksi dan 

fungsi hadis dalam Fikih Tata Kelola Muhammadiyah. Analisis 

ini terdiri dari analisis dimensi teks (struktur makro, superstuktur, 

struktur mikro), analisis kognisi sosial, serta analisis konteks 

sosial. Dari analaisis tersebut, dilanjutkan dengan meneliti fungsi 

hadis dalam Fikih Tata Kelola, serta bagaimana konstruksi hadis 

dalam Fikih Tata Kelola Muhammadiyah. 

Pada bab terakhir atau bab V, peneliti memberikan 

kesimpulan dari penelitian panjang yang telah dilakukan berupa 

jawaban dari ketiga rumusan masalah, serta saran-saran 

konstruktif yang diberikan kepada peneliti selanjutnya
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis dalam naskah 

Fikih Tata Kelola Muhammadiyah menggunakan analisis Teun A 

Van Dijk, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yang 

menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, distribusi hadis dalam 

Fikih Tata Kelola Muhammadiyah menunjukkan pola yang tidak 

seragam dari segi perbandingan jumlah, tema, sumber/ periwayat, 

serta cara penyajiannya. Temuan ini menunjukkan adanya proses 

seleksi dan pengaturan informasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan argumentasi pada setiap bagian teks. Dalam perspektif 

van Dijk, pola tersebut merupakan konsekuensi dari proses 

kognitif dan kontekstual dalam produksi wacana. Langkah 

pemilihan topik, strategi argumentasi, serta tingkat kedetailan 

informasi dipengaruhi oleh relevansi informasi dengan tujuan dan 

konstruksi wacana yang hendak dibangun. Pola ini tidak dapat 

dilepaskan dari peran manhaj tarjih sebagai instrumen ijtihad 

Muhammadiyah. 

Kedua, Proses konstruksi hadis dalam Fikih Tata Kelola 

perspektif van Dijk melibatkan proses seleksi makna, strategi 

leksikalisasi, penggiringan makna global kepada lokal, strategi 

topic choice, hingga proses menghubungkan kontekstual dalam 
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tingkat wacana yang tinggi. Analisis tersebut  menunjukkan 

adanya variasi fungsi sesuai dengan konstruksi tema yang sedang 

dibangun berupa fungsi legitimasi normatif, pembentuk 

konstruksi konseptual, pedoman implementatif sekaligus 

legitimasi dan seleksi normatif dari solusi yang ditawarkan. Pola 

tersebut sejalan dengan karakter kegiatan ketarjihan dalam 

merespons aspek keagamaan terhadap persoalan sosial yang 

berlangsung secara dialektif atau resiprokal, yang diistilahkan 

dengan das sollen dan das sein. 

Ketiga, konstrukstruksi dan fungsi hadis dalam Fikih Tata 

Kelola tidak dapat dilepaskan oleh konteks sosial dan orientasi 

ideologi tajdid Muhammadiyah. Terdapat mental model berupa 

kesadaran kolektif terhadap kebutuhan sistem tata kelola yang 

baik dan relevansi antara syariat Islam dan tata kelola modern 

yang berimplikasi pada proses interaksi antara Al-Qur’an dan 

hadis dengan realitas kontemporer. Dalam perspektif ideologi 

tajdid, penyusunan Fikih Tata Kelola menunjukkan adanya upaya 

dinamisasi dengan merumuskan kembali praktik organisasi ke 

dalam formulasi fikih sehingga memperoleh dasar normatif. 

Perhatian yang lebih besar terhadap hadis-hadis korupsi berkaitan 

dengan konteks menguatnya agenda good governance dan 

pemberantasan korupsi dalam diskursus nasional maupun 

organisasi Muhammadiyah. 
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B. Saran 

Secara teoretis, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan, seperti tidak dicantumkannya kritik hadis secara 

eksplisit dan spesifik baik dari segi sanad maupun matan, 

terbatasnya kajian hanya pada struktur teks Fikih Tata Kelola, 

hingga terpusatnya pendekatan hanya pada analisis wacana Van 

Dijk. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran yang 

dapat mengisi kekosongan ruang bagi penelitian selanjutnya. 

Pertama, mempertajam aspek kritik hadis dalam Fikih Tata 

Kelola dari segi sanad dan matan sekaligus menganalisis 

implementasi manhaj tarjih dalam naskah tersebut. Kedua, 

memperluas objek kajian dengan melakukan studi komparasi 

terhadap penggunaan hadis dalam Fikih Tata Kelola dengan 

produk keagamaan Muhammadiyah yang lain.  Ketiga, 

menggunakan atau mengombinasikan pendekatan lain, seperti 

hermeneutika hadis, kajian living hadis, teori resepsi, atau 

pendekatan intertekstualitas, untuk mengkaji hubungan antara 

hadis, pemaknaan, dan konteks penggunaannya secara lebih 

komprehensif. 

Secara praktis, peneliti mengajukan saran kepada Majelis 

Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 

mempertimbangkan penguatan mekanisme verifikasi hadis dalam 

proses penyusunan fikih tematis kontemporer. Penguatan tersebut 

terutama berkaitan dengan ketepatan identifikasi sumber 

periwayatan, takhrij hadis, serta konsistensi antara sumber hadis 
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yang dicantumkan dengan penggunaannya dalam argumentasi 

fikih. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan 

hadis dalam produk fikih tidak hanya memiliki legitimasi 

normatif, tetapi juga memenuhi standar akademik hadis yang 

menjadi bagian dari manhaj Tarjih. 
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